
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I6 TAHUN 2016 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT SAMBAS NOMOR 54 
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang a. bawa dalan angka melaksanakan ketentuan Surat 
Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor t 
SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Perotongan 
Dana Alokasi Khusus (DAK] Fisik Secara Mandiri Tahun 
Anggara 2016, dan Surat Edaran Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : SE-19/MK.07/2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisile Tahun 
2016 Berdasarkan Usulan Pengurangan/Pemotongan 
Secara Mandiri Oleh Daerah, serta karena adanya 
pergesera belanja pada kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD] Kabu paten Sambas Tahun 
Ang&aran 2016, perlu melakukan penyempurnaan 
kembali terhadap Peraturan Bu pati Sambas Nomor 54 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabu paten Sambas Tahun Anggaran 
2016; 

b. bahwa berdasark.an pertimbangan sebagamnana 
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bu pati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang 
Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang 
Perbentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Noor 9, Tambahan Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1959 
Nomor 27, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820] 



3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 1985 Noor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagamana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Notor 62, Tabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor d, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) 

5. Udang-Undang Nomor 28 Tahu 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismne (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4286; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43554 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2004 tentang 
Pereriksaa Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 
2004 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 44004; 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
erim bangaun euangan Antara Pererintah Pusat dan 
Pemerintah Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2004 Nomor 126, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Noror 4438]; 

1I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Thu 2009 Nomor 130, Tanba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 

12. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintaha Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norr 5587) e bagaimana 
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 



Pemerintaha De rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679%, 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakila Rakyat Daera.h (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nmor 9O, 
Tanbahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomotr 
4416 sebagaimana tela.h beberape kai diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 
Noror 47, Tabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4721 

14. Peraturan Pemerintah Noror 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaa Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
No@nor 48, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nono 4502 sebagaimana tela.h diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Noror 74 Tahu 20I2 
tentang Perubaha Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Urum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Noor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340\ 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nono 4575 

16. Peraturan Pererintah Nomor 5% Tahu 2005 entang 
Sistem Inforrasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576] 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 TAhun 2010 tentang Perubaha.n Atas 
peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu 2005 tentang 
Sistem Informasi Kuangan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2010 Nomo 140, Trnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 

I Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentag 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 4577] 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuanga Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4578 

9. Peraturan Pererintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapa Stander Pelayanan Minimal 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 4585; 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan daen Pengawas Penyelenggaraan 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593] 

2I Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 4614 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pererintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daera.h [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 52194 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272 

25. Peraturan Pesiden Republik Indonesia Nomor 36 Thun 
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56), 

26. Peraturan Presiden Republike Indonesia Nomor 137 
Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Angsaran 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 13 Tahu 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201I 
tentang Perubahan edua Atas Peraturan Menteri Dala 
Negeri Nomor 13 Tun 2006 tentang Pedomaan 
Pengelolaan Keuangan Daera.h (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201I Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeni Normor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
erbasis A'la Pemerintah Daerah [(erita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahu 2015 
tentang Pedoran Penyusunan Ang8hran Pend.a pata 
dan Belanrja Daerah Tahun Anggaran 2016 [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norr 903) 



30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahu 
2008 tentang Pokoke-Pokoke Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Thun 
2008 Nomor 4]; 

3I. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Noror 18], 

32. Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
abupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Bernita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahu 2015 Nomor 54) 

33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia 
Nomar .905/501/SJ tentang Petunju.k Tekenis 
Penganggaran Dana Alokasi Khuu Non Fisik Pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h 2016; 

34. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor.SE-10/MK.07/2016 tentang 
Penguranga /Pemotongan Daa Alokasi Khusus 
(DAK Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 

35. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Noor. SE-19/MK.07/2016 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2016 
Berdasarkan Lsulan Pengurangan/Pemotongan Secara 
Mandiri Oleh Daerah; 

36. Keputusan Gubermur Kalimantan Barat Nomor 
88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana 
Bantuan kKeuangan Kepada Pererintah 
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ang&aran 2016; 

Mem perhatikan . Keputusan Pim pinan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h 
Kabupaten Sambas Norr 14.B Tahun 2016 tentang 
Persetujuan Penyempurnaan Kedua Anggaran 
Pendapatan da Belanja Daerah Kabu paten Sambas 
Tahun Anggaran 2016% 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN UPATT TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 54 TAHUN 
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016. 



Bebera pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 20L5 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Sambas 
Tahun Anggaran 2016 (Derita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor D) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagaj berikeut 

L Pendapatan. 
a. Serula Rp 1.583.663.654.608,49 
b. Bertao.bah Rp 39.182.517.160,00 () 
hulah Pendapetan p 1622.846.171 768,49 
stelah Penempurnaan 

2 Belanja 
a. Belanja Tilake 

Langsung 
I Semula Rp 944.117959649,42 
Berta.rm bah Ro 27788.398.000,00 (+) 

Jumlah Belau.ja Tidak Rp 971.906.3157.649,42 
Langsung setela h 
Penvempurns.an 
b. Delana Langwun 

) Serula Rp 684.281.578.415,12 
2 Berta.r.bah Ro 11.394.119.160,00 (+ 

Jumlah Belanja Langsung Rp 695.675.697.575.12 
setelah Penvempurn.aan 

Jumla.h Belanja setelah Penyempurnaan Rp 1.667.582.055.224,54 

3. Pee biaya.an 
a. Peneriraan 

Iy Sermula Rp 97.235.883.456,05 
2) Bertaut bah f 

berkeurang R 0,00 t+ 
Julah Peneriraan Rp 97.235.883.456,05 
setelah Penverpurnaan 

b Pengeluaran 
I) Semula Rp 52.500.000.000,00 
2 ertam be.h / 

berkurang Rp 0.0of 
Jumla.h Pengeluaran sete la.h Rp 52.500.000,000,00 
Penempurnaan 

Sisa Lebih Pembiaya.an Anggarawn Tahun Berkenaan Rp 
(SIL.PAN 

44.735.883.456,05 

0,00 



2. Ketentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD] yang mengalami 
perubahan adala.h sebagai berikut; 

tt.. SKPD 

10101 Dinas Pendidikan 

10201 Dnas esehat.an 

10202 Rumah Sakit Umum Daerah Sambas 

10203 Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat 

10301 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Pengairan, Energi dan 
Sumber Da Mineral 

10302 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Peruma han 

10601 Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah 

10701 Dias Peru bungan, Komurikasi dan Informatika 

10801 Badan Lingkungan Hidup 

110o1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi/ 

111 01 Badan Penberdayaa Perempuan dan Keluarga Berencana 

11501 
Dias Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
Pernindustrian dan 

11801 Dinas Peruda, Olahraga, Kebudayaan dan Periwisata 

12001 DPRD 

12003 Sekretariat Daerah 

12004 Sekretariat DP'RD 

12005 Dinas Pendapatan Daera.h 

12006 Badan Kepegawaian Daera.h 

12101 Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertaian, Perika.nan 
dan Kehutanan 

20101 Dinas Pertanian da Peternakan 

20201 Das Kehutanan dan Perkebunan 

2050 Dinas Kelau tan dan Perikanan 



3. Ketentuan dalam lampiran I dan LI, diubah sehingga berbunyi 
sebagamnana tercantum dalam lampiran I dan ll, yang merupaan 
bagian yang tidak terpisahkan dai Persturan Bu pati ini. 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan 
Bu pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 16 Juni 2016 

BUPATT SAMBAS, 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada targgal 16 Juni 2016 

Sekretaris Daerah Kabu paten Sambas, 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 16 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hui m dan Perundang-Undangan, 

MARIANIS 
erbina (IV/a) 

NIP.19640112 200003 1 003 


